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ABSTRAK

Dalam pernikahan, wali nikah termasuk rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita, untuk pernikahan wali mafqud dapat diwalikan oleh wali
hakim. Dalam prakteknya di KUA Langkapura, pernikahan dengan status wali
mafqud harus melampirkan surat keterangan wali mafqud dari kelurahan agar
pernikahannya dapat diproses di KUA, namun berbeda dengan UU Administrasi
yang menyatakan bahwa status mafqud harus dengan adanya penetapan
Pengadilan, guna menyatakan status mafqudnya seseorang. Permasalahan dapat
dirumuskan (1) Bagaimana cara pembuktian wali mafqud menurut penghulu
Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura dan (2) Bagaimana pembuktian
wali mafqud perspektif penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura
ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembuktian status

mafqud wali nikah dalam pernikahan wali mafqud untuk menghindari manipulasi
status mafqud sesorang wali dan guna memperjelas cara yang diterapkan oleh
KUA terhadap pernikahan wali mafqud.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian gabungan
antara penelitian field research dan library research. Sumber data berasal dari
data..primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak=pihak yang
berangkutan dan data skunder yang merupakan buku dan literasi yang terdapat di
KUA,

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Dalam proses pernikahan
wali mafqud diharuskan terlebih dahulu untuk calon mempelai membuat surat
keterangan wali mafqud-dengan diketahui oleh-kelurahan, bahwa wali dari calon
mempelai mafqud, guna ‘menyatakan keterangan bahwa walinya benar-benar
mafqud, setelah itu baru bisa mendaftarkan perkawinan dengan melampirkan surat
keterangan tersebut dengan kelengkapan berkas pernikahan pada umumnya.

KUA tidak menerapkan UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
kependudukan karena pihak KUA memandang itu bukan untuk mengatur secara
khusus tentang perkawinan, sedangkan KHI tidak mengatur secara jelas mengenai
prosedur pernikahan wali mafqud, adapun yang mengatur adalah PMA No 19
Tahun 2018 yang menyatakan bahwasannya Dalam hal tidak adanya wali nasab
karena mafqud maka didasarkan atas surat keterangan wali mafqud dari calon
pengantin yang diketahui oleh kelurahan atau kepala desa setempat.
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“Bahwasannya Nabi Muhammad SAW. Pernah bersabda: Aku telah
meninggalkan kepada kamu sekalian dua perkara, tidak akan tersesat kamu
selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah (Al-Quran)
dan Sunah Rasul nya (Al-Hadis).” (H. R. Malik)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan judul
Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat
diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan
kekeliruan di dalam memahami suatu judul, judul penelitian ini adalah
“Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali mafqud Persfektif Buku
Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura).”Adapun
beberapa istilah di dalam judul yang perlu dipertegas ialah sebagai berikut:
1. Penghulu
Pengulu adalah petugas respresentasi dari pemerintah yang
bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali
dari_pihak keluarga, ia juga sekaligus mencatat pernikahan tersebut
kedalam catatan-pemerintah.
2. Wali Mafqud
Wali Mafqud adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan
seorang anak perempuan dengan status tidak diketahui keberadaannya
dalam jangka waktu yang cukup lama atau ghaib.! KUHPerdata
menyatakan bahwa orang yang mafqud dapat dimintakan putusan
Pengadilan untuk menunjukkan keterangan statusnya.

3. Kantor Urusan Agama

*Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), 103.



Kantor Urusan Agama adalah jajaran atau lembaga di bawah
naungan Departemen Agama yang bertugas sebagai pencatat perkawinan
atau pencatat nikah.? Berdasarkan Peratusan Mentri Agama No. 34 Tahun
2016 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor
Departemen Agama Kota, yang didalamnya mengurus tentang
penyelenggaraan statistik dan dokumentasi, pencatatan pernikahan, rujuk
zakat, wakaf, baitul mal dan kependudukan.

4. Pembuktian

Pembuktian merupakan segala hal yang dapat mengungkapkan
dan menjelaskan kebenaran sesuatu, sedangkan secara terminologi
pembuktian berarti memberi keterangan terhadap sesuatu dengan dalil,
hingga meyakinkan.* Pembuktian ini_berperan_.untuk memberikan
kepastian ataswstatus mafqudnya. .seseorang sehingga meminimalisir
adanya kebohongan status seseorang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud
dari “Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali Mafqud” sebagai judul
diatas adalah sudut pandang atau hasil pemikiran dari Kepala Kantor Urusan
Agama atas fenomena atau permasalahan yang dihadapi, dalam konteks ini
permasalahan yang dimaksud adalah masalah keabsahan dari pembuktian

wali yang mafqud dalam sebuah perkawinan.

2 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , (Cet. Il, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 179
® Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 153



Permasalahan Wali Mafqud pernah terjadi di KUA Kecamatan
Langkapura Kota Bandar Lampung, ada beberapa kasus wali mafqud yang
telah terjadi, hanya dengan memberikan surat keterangan yang berisikan
bahwa wali tersebut mafqud tanpa adanya keterangan status mafqud dari

Pengadilan Agama.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan nikmat Allah atas hambanya dan
melaksanakannya merupakan ibadah.* Perkawinan adalah ikatan janji suci
antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup
berumah tangga sebagai sepasang suami istri dengan memenuhi syarat dan
rukunnya yang ditentukan oleh syariat.

Menurut ~Ahmad  Ghandur,  .perkawinan adalah- akad yang
menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan"perempuan dalam naluri
kemanusiaan dalam kehidupan dan®menjadikan untuk kedua belah pihak
secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.® Perintah menikah tercantum
dalam Al-Quran surah An Nur ayat 32 yang memerintahkan untuk
menikahkan yang masih membujang karena Allah berjanji akan memberikan

karunianya

G A 23k 5158 15580 () Rty fae (e Gialially afie GV 154K,
Al auly dy 4liad
“Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di

antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari
hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika

* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

5> M. Afnan Hafidh dan A. Ma’ruf Asrori, Tradisi Islam: Panduan dan Prosesi Kelahiran,
Perkawinan dan Kematian (Surabaya: Khalista, 2009), 88.

® Mardani, Hukum Perkawinan Islam (di dunia modern) (Yogyakarta: Graha limu, 2011), 4.



mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka
dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui. (An Nur 32)

Sebuah perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana
yang telah diatur didalam fikih. Undang-Undang Perkawinan mengatur dua
syarat perkawinan yakni syarat materil dan syarat administratif. Syarat-syarat
materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang telah
diatur dalam fikih maupun didalam perundang-undangan, sedangkan syarat
administratif adalah segala bentuk persyaratan yang berhubungan dengan

pencatatan perkawinan.’

Persyaratan lain sebagaimana yang telah dikemukakan oleh jumhur
fugaha yang mencangkup rukun perkawinan yaitu:
1. Pihak mempelai laki-laki (calon suami)
2. Pihak.mempelai perempuan (calon istri)
3. Adanya duasaksi
4. Adanya wali
5. ljab dan gabul (akad nikah).®
Dalam akad nikah, disebutkan keharusan adanya wali, sebagaimana
yang tercantum didalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-
Thayalisi

5 ool 2 Y iy e ) e ) 0505 08 106 La G & Al (e
252 5l) W G5 Y Ga 5 W (0 J G b ealia Ly ey aSisinal
(ERBN

" Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis, (Cet, I;
Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 200 8),11
8 Abdurahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008), 47



Dari dari aisah r.a bahwa rasulullah SAW telah bersabda,
“Tidak ada nikah kecuali dengan wali, dan siapa saja wanita yang
nikah tanpa ada wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tak
punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak
punya wali”.(HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi).?

Dari hadits diatas jelas dikatakan bahwa pentingnya wali dalam
pernikahan dan menyatakan dengan jelas, bahwa sebuah pernikahan tanpa
adanya wali maka pernikahan tersebut tidaklah sah atau batal nikahnya. Ada

beberapa macam wali dalam sebuah perkawinan antara lain:

1. Wali Nasab
Wali nasab yakni laki-laki beragama Islam yang mempunyai
hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah

menurut hukum Islam.”® Adapun urutan wali nikah berdasarkan nasab

adalah
a. “Ayah
b. Kakek

c. Saudara laki-laki seayah seibu

d. Saudara laki-laki seayah

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
f.  Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

g. Paman sekandung

h. Paman seayah

i.  Anak laki-lak dari paman sekandung

® Kamaluddin, Fatkhul Qadir, Juz 111, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), 185.
OMuhammad Igbal dan Abdurrahman Rahim, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di
Lingkungan Peradilan Agama, (2013), 514.



J.  Anak laki-laki dari paman seayah
k. Wali hakim
2. Wali hakim
Wali hakim adalah wali pejabat yang diangkat oleh pemerintah
untuk mencatat pendaftaran perkawinan bagi wanita yang tidak memiliki
wali ataupun walinya adhol.** Syarat sebagai wali yang harus dipenuhi
seseorang untuk menjadi seorang wali nikah ada 5 diantaranya :
a. Beragama Islam
b. Balig

. Berakal sehat

o

d. Laki-lakl
e. Adil.
3. “Wali Muhakkam
Wali Muhakkam merupakan-erang.biasa yang bukan penjabat
hakim resmi yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali
dan menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang telah
melamarnya.

Jumhur ulama yang terdiri dari Imam Syafi’l, Imam Hambali, Imam
Zahiriyah dan Imam Syiah membagi wali menjadi dua kelompok yakni wali
akrab atau wali yang dekat dan wali ab’ad atau wali yang jauh. Disebutkan
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan

merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang

1 Tihami, Fikih Munakahat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 97.



bertindak untuk menikahkannya. Syarat wali adalah Islam, sudah baligh,
berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil dan tidak sedang melakukan ihram.*
Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi’i seorang perempuan
tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selain
dirinya, dengan demikian pernikahan tidak dapat terlaksana dengan ucapan
ataupun tindakan perempuan itu sendiri, karena perwalian merupakan syarat
yang harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah.*

persoalaan yang muncul terkait wali mafqud adalah tidak adanya
keterangan secara jelas mengenai prosedural dan kekuatan hukum untuk
mengunci status mafqudnya wali, baik dalam Undang-Undang atau Kompilasi
Hukum Islam yang menjelaskan tata cara pengangkatan wali hakim karena
kondisi wali yang tidak diketahui keberadaannya atau“mafqud sehingga
memungkinkan seseorang dapat memanipulasi status mafqudnya seorang wali
adapun diaturdalam-PMA hanya dengan-surat, pernyataan dari kelurahan,
berbeda dengan pengangkatan wali hakim karena wali yang adhol yakni wali
hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan
Pengadilan Agama, dengan adanya penetapan Pengadilan maka kemungkinan
adanya kasus manipulatif status wali itu sangat mustahil untuk dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk
menyatakan status seseorang sebagai mafqud dijelaskan bahwa diharuskan
adanya penetapan Pengadilan, namun dalam praktiknya di Kantor Urusan

Agama kecamatan Langkapura, pernikahan dengan kondisi wali mafqud,

12 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Cemerlang, t.t.), 185
¥ Muhammad Bagir, Figh Praktis I1,(bandung : Karisma, (2008), 27.



cukup dengan adanya surat pernyataan wali mafqud dari Kelurahan, kondisi
yang seperti ini jelas sangat rawan mengenai keabsahan surat pernyataan
yang bersangkutan dengan manipulatif status seseorang, pasalnya pihak
Kantor Urusan Agama kesulitan untuk melakukan pembuktian bahwa surat
pernyataan dari kelurahan tidak ada unsur manipulatif. Undang-Undang
Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pencatatan hilangnya
seseorang harus berdasarkan penetapan Pengadilan, maka petugas pencatatan
tidak berhak mencatat kehilangan seseorang tanpa adanya penetapan
Pengadilan. Keabsahan hilangnya seseorang, ghaib atau mafqud itu harus
berdasarkan penetapan pengadilan, karena surat keterangan hilang dari
kelurahan bukanlah penetapan Pengadilan, terdapat perbedaan pelaksanaan
akad nikah, karena wali yang, hilang atau mafqud dengan hanya menggunakan
surat pernyataan-wali mafqud dari Kelurahan. Berbeda dengan isi dari pasal
44 ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi
Kependudukan, yang mengharuskan dengan adanya penetapan Pengadilan
untuk mendapatkan kekuatan hukum status mafqudnya seseorang.
Dikarenakan adanya kasus akad perkawinan wali mafqud yang
manipulatif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura, maka penulis
tertarik untuk meneliti dan dijadikan skripsi dengan judul “Pandangan
Penghulu Terhadap Pembuktian Wali Mafqud (Studi Kasus Di KUA

Langkapura).



C. ldentifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat
diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

a. Kurangnya efektivitas dalam keabsahan pembuktian mafqudnya
seorang wali nikah.

b. Tidak adanya keterangan secara prosedural dalam Undang-Undang
maupun Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tata cara
pengangkatan wali hakim karena kondisi wali yang tidak diketahui
keberadaannya atau mafqud.

2. Batasan Masalah
Agar penelitiansini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan
mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang
diangkat perlurdibatasi variabelnya..Penulis,membatasi hanya berkaitan
dengan “Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali Mafqud

Persfektif Hukum Islam”. Pembuktian wali mafqud dipilih karena tidak

adanya kepastian secara prosedural tentang pembuktian wali mafqud.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan
masalah yang akan menjadi kajian penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana cara pembuktian wali mafqud menurut penghulu Kantor

Urusan Agama Kecamatan Langkapura?
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Bagaimana pembuktian wali mafqud perspektif penghulu Kantor Urusan
Agama Kecamatan Langkapura ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini

bertujuan sebagai berikut:

1.

Mengetahui cara pembuktian wali mafqud menurut penghulu Kantor
Urusan Agama Kecamatan Langkapura.

mengetahui cara pembuktian pembuktian wali mafqud perspektif
penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura.ditinjau dari

Kompilasi Hukum Islam.

Manfaat Penelitian

1.

Manfaat penelitian secara teoritis adalah dapat memberikan kontribusi
dalam rangka pengembangan Kkeilmuan, khususnya yang berkaitan
dengan pembuktian wali mafqud perspektif penghulu Kantor Urusan
Agama kecamatan Langkapura.

Secara Praktis Dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan penelitian
selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, terkhusus tentang wali
yang berkaitan dengan wali yang tidak diketahui keberadaannya atau

disebut juga wali mafqud dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat
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bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan

masalah wali mafqud.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai tolak ukur fokus
penelitian yang telah diteliti dan yang sedang diteliti dari segi substansinya,
sehingga tidak terjadi pengutipan penelitian orang lain. Peneliti menggali
lebih dalam lagi dari penelitian terdahulu, sehingga berbeda antara penelitian
terdahulu dan yang sedang diteliti, enelitian terdahulu dijadikan sebagai
pendukung bagi peneliti sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh jumaidi, 2019 dengan judul
“Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol menurut Hukum
Positif dan Hukum Islam (Studi Pustaka KUA kecamatan \Way Halim Kota
Bandar Lampung)”.** Rumusan masalah dalam™ penelitian ini adalah
bagaimana penetapan-wali hakim*sebagali pengganti wali adhol yang
diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung? dan
bagaimana status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut
hukum positif dan hukum Islam? Penelitian ini memiliki kesamaan objek
kajian yang diteliti yakni pembahasannya terkait kedudukan wali hakim guna
menikahkan anak perempuan yang tidak memiliki wali. Penelitian ini
memiliki perbedaan yakni dari segi objek yang dikaji, pada penelitian

terdahulu menggunakan pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam

4 Jumaidi, Penetapan Wali Hakim Sebagai pengganti Wali Adhol menurut Hukum Positif dan
Hukum Islam (Studi Pustaka KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung), dalam
http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7943, 16 Agustus 2021
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terhadap Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol, sedangkan
pada penelitian ini membahas Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian
Wali Mafqud ditinjau Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ma’muroh, 2017 dengan judul
“Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah”.*
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan
penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah di KUA
Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015? Dan apa metode
yang digunakan dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasl
luar nikah oleh kepala KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2015?. Penelitian ini terdapat kesamaan yakni membahas tentang wali
dalam pernikahan, namun 'disamping.itu ada juga perbedaan yang cukup
signifikan yaitu.yang menjadi objek dalam kajiannya; dalam penelitian
Ma’muroh yang menjadi objek kajian adalah'wali sedangkan dalam penelitian
ini yang menjadi objek penelitian adalah pembuktian wali mafqud

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Hadi Sayuti, 2011 dengan
judul “Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab Dan Hukum Positif”.®
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar prmikiran
mazhab Syafi’i tentang kedudukan wali dalam pernikahan, bagaimana dasar
pemikiran mazhab Hanafi tentang kedudukan wali dalam pernikahan dan

bagaimana wali dalam pernikahan menurut Hukum positif? Penelitian yang

15 Ma’muroh, Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah dalam
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2346,12 september 2021

% Achmad Hadi Sayuti, Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Madzhab Dan Hukum Positif, dalam
http://repository.uinjkt..ac.id/dspace/handle/123456789/5682 , 20 september 2021
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dilakukan Achmad Hadi Sayuti terdapat sedikit kesamaan dengan membahas
tentang perspektif dua mazhab dan Hukum positif berkenaan dengan wali
nikah sangat berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang
pembuktian wali yang mafqud dengan teori hukum Islam, namun ada
kesamaan dalam kajiannnya yakni membahas tentang wali dalam sebuah
perkawinan.

Penenelitin yang dilakukan oleh Dimas Ayuni, 2018 dengan judul
“Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau
Dari Hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah)”.*” Penelitian Dimas Ayuni ini membahas tentang
pandangan masyarakat tentang pernikahan dengan wali hakim dengan
rumusan masalah bagaimana Pandangan Masyarakat “Desa Depokrejo
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sama.seperti yang peneliti
bahas tentang.permasalahan wali namun; terdapat perbedaan pada kajian
mendalamnya yakni yang dikaji di sini adalah bagian pernikahan dengan wali
hakim sedangkan yang akan di kaji oleh peneliti adalah pembuktian wali
mafqud.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaiful Huda mahasiswa
jurusan Al-Akhwal As-Syakhshiyah fakultas syariah dan hukum Universitas
Nahdhatul Ulama jepara, dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan dengan

Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batelit

7 Dimas Ayuni, Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari
Hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), dalam
https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprints/1897, 2 april 2021
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Kabupaten Jepara).’* Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana
praktek gardh ul-hassan pada KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab.
Batang dan bagaimana analisis terhadap praktek gardh ul-hassan di KSPPS
BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang. Penelitian ini terdapat kesamaan
objek kajian yang ditelti yaitu pada pembahasan pelaksanaan perkawinan
dengan wali hakim sama halnya dengan yang dikaji oleh peneliti yakni
tentang prosedur pelaksanaan perkawinan wali yang mafqud, sama-sama
membahas tentang praktik perkawinan secara prosedural, sedangkan
perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang
telah dilakukan oleh Ahmad Syaiful Huda adalah dalam penelitian tersebut
yang dibahas tentang pelaksanaan perkawinan yang menggunakan wali hakim
dan juga faktor-faktor yangmenyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali
hakim.. Berbeda dengan yang akan penulis_teliti yakni-membahas tentang
pandangan penghulu.KUA terhadap pembuktian Wali Mafqud Persfektif
Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Langkapura Kota Bandar

Lampung).

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan
diatas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

BAhmad Syaiful Huda, Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim , dalam
http://eprints.unisnu.ac.id/191/, 5 maret 2021.
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Penelitian ini termasuk kedalam penelitian field research
yakni penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan
kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun informasi
tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang
menjadi objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian
yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan
cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian
tentang Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali Mafqud
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura Kota
Bandar Lampung).

2. Sumber Data
Berdasarkan dengan jenis datawyang.digunakan dalam penelitian
ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
informan yang terdiri dari penghulu KUA Kecamatan Langkapura
yang bersangkutan langsung dengan Pandangan Penghulu Terhadap
Pembuktian Wali Mafqud (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung). Sumber data primer

dari penelitian ini adalah wawancara dengan penghulu Kantor

19 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi Ke-4 (Jakarta:
Rineka Cipta, 1998), 56.
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Urusan Agama Kecamatan Langkapura, kepala Kantor Urusan
Agama dan Staf Kantor Urusan Agama.

b. Data Sekunder adalah data yang didapat melalui studi kepustakaan
yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari
buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini,
diantaranya: buku, internet, dan literatur lain terutama yang
berkaitan dengan pembuktian wali mafqud.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi menurut Surakhmat adalah keseluruhan individu
yang akan diteliti.*® Peneliti melakukan penelitian kepada 3 sampel
yang representatifiyaitu .mewakili keseluruhan ‘populasi tersebut.
Adapun.yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala
KUA Langkapura, Penghulu dan=Staf,KUA Langkapura. Sebuah
penelitian yang terhadap suatu populasi harus dipertimbangkan
seberapa besar populasi tersebut, apabila suatu populasi tidak
memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan maka cukup
diambil sebagian, yang disebut sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki
olen populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi, yakni

20 \Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian limiah, (Bandung, tpm, 1990), 174.
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pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan
tertentuDengan memilih responden yang benar-benar tepat, relevan
dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.? Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 3 penghulu Kantor Urusan
Agama Kecamatan Langkapura, kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Langkapura.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang
diperlukan, baik primer maupun sekunder yang kemudian dideskripsikan
secara komprehensif. Penelitian ini mengumpulkan data untuk menjawab
rumusan masalah penelitian. Peneliti mengumpulkan-data dengan cara
berikut:
a. Wawancara:Mendalam (Indept Interview)

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka
antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa
panduan wawancara (interview guide).?? Wawancara selalu
melibatkan 2 pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang interviewer
atau pewawancara dan satu orang atau lebih pemberi informasi yang

disebut informan. Peneliti sebagai pewawancara, sedangkan yang

2 Margon S, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.
22 Moh. Nadzir, Metodologi Penelitian, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 193.
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bertindak sebagai informan adalah penghulu Kantor Urusan Agama
kecamatan Langkapura.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan
data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang
lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.? Teknik
pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi dengan mencari
data atau variable yang berupa data-data yang berkaitan dengan
lampiran-lampiran data yang mengenai pembuktian wali mafqud dan
materi yang berhubungan langsung dengan materi peneliti.
5. Metode Pengolahan Data
Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah -mengumpulkan
data terlaksana:*. Pengolahan data-tersebut guna melengkapi dan
menyempurnakan penelitian sehingga peneliti melakukan:
a. Mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan
wali mafqud.
b. Mengelompokkan dan menganalisis data-data yang sudah terkumpul
sesuai dengan jenis dan keperluan masing-masing.
c. penulis akan menjelaskan data-data yang belum jelas terkait
persoalan yang ada dan masih belum bisa dipahami yang dialihkan

kedalam bahasa sendiri.

2 sykandarrumidi, Metodologi Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, ( Yogyakarta:
Gajah Mada University), 68.
2% Etta Mamang Sangadji, Sopiah, “Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta: Andi, 2010), 200.
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Analisis data berarti merubah data menjadi temuan, sehingga
dalam hal analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil
wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu
pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru.® Data yang diperoleh dari
penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif-
kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data atau sumber hukum yang deskriptif, berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.*® Analisis
bahan hukum atau data yang digunakan secara deskriptif kualitatif adalah
dengan menganalisis bahan hukum atau data dimulai dengan menelaah
seluruh bahan hukum data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari
wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.”
Peniliti melakukan pengolahan bahan hukum dan.untuk menghindari
terjadinyabanyak. kesalahan dan.mempermudah pemahaman, maka
peneliti menyusun hasil penelitian melakukan beberapa upaya:

a. Edit (Editing)

Editing adalah pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang
terkumpul, setelah sumber data terkumpul maka dilakukan seleksi
dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat
diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.® Peneliti

memeriksa dan membaca ulang keterangan yang telah dikumpulkan

% Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif jenis, Karakteristik dan Keunggulan, (Jakarta:
Grasindo, 2010), 120.

% | exy J. Moelog, Metode Penelitian Kualitatif, 103.

2 Lexy J. Moelog, Metode Penelitian Kualitatif, 190.

8 Husein Suyuti, Pengantar Metode Rised (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64
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melalui wawancara dengan penghulu Kantor Urusan Agama dan
beberapa bahan hukum yang bersangkutan untuk menghindari
kesalahan.

b. klasifikasi (Clasifying)

Classifying adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti
dalam menganalisa data dengan mengklasifikasikan beberapa
kategori.? Data yang telah dikumpulkan mencangkup sumber hukum
dan hasil wawancara penghulu Kantor Urusan Agama Yyang
berkaitan dengan pembuktian wali mafqud di kelompokkan
berdasarkan dengan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga
didapat data yang diperoleh untuk diklasifikasikan berdasarkan fokus
permasalahan untuk.mempermudah dalam analisis‘data.

€. Analisis.(Analysing)

Analysing Adalah sesuatu.yang bersifat uraian, penguraian dan
kupasan.®* Semua data yang telah diperoleh akan dianalisis agar data-
data tersebut dapat dengan mudah untuk dipahami. Analisis ini
menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pembuktian
wali mafqud yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan
Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Metode analisis
dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif

kualitatif, yakni peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui

2 Zainal Asikin Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,
2006),168

% Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan IV, 2007, 360
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analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran
yang jelas secara deskriptif kualitatif tentang jawaban atas
pembuktian terhadap wali mafqud di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lagkapura.

d. (concluding)

Concluding merupakan tahapan akhir dari prosedur
pengolahan data suatu penelitian, dengan menganalisis data secara
komprehensif serta menghubungkannya dengan rumusan masalah
dan tujuan penelitian.®* Langkah terakhir harus dilakukan dengan
mengecek kembali sumber-sumber yang didapat, khususnya hasil
wawancara Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura
dan hasil literatur dari buku maupun literatur lainnya.

Metode Analisis Data

Analisisdata adalah proses=meneari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan
dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan
hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan
dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang didapat.

3 |exy. Moelog, Metode Penelitian Kualitatif, 104
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Kerangka Teoritik

Pembahasan pokok dalam penelitian ini adalah terkait Pandangan
Penghulu Terhadap Pembuktian Wali Mafqud, kemudian poin-poin tersebut
akan dijabarkan dalam dalam bentuk yang saling berkaitan antara satu dengan
yang lainnya sehingga dapat memecahkan masalah yang dimaksud dan akan

menjadi jawaban dari rumusan masalah-masalah yang telah dicantumkan.

1. Dasar-dasar terkait Pandangan Penghulu Terhadap Pembuktian Wali
Mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2) ”Bahwa
wali hakim dalam perkara wali adhol baru dapat bertindak apabila telah
ada putusan Pengadilan Agama. Namun untuk wali yang tidak diketahui
atau mafqud tidak ada kejelasan apakah harus dengan adanya putusan
Pengadilan Agama atau tidak” dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang-Administrasi Kependudukan pasal 44-ayat (4) berbunyi ”Dalam
hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati
tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan
sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

2. Dalam hukum ada 2 ketentuan kuat dalam pembuktian mafqudnya
seseorang yang pertama ialah dengan adanya bukti-bukti otentik, yang
dibenarkan syara’ seperti dalam kaidah figh “yang tetap berdasarkan
bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”, jadi misalkan ada
orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian
bahwasannya si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim

dapat menjadikan dasar pernyataan tersebut untuk memutuskan status



23

kematiannya.®> Berdasarkan pada batas waktu kepergian orang yang
mafqud pertimbangan dan upaya hukum demikian memang tidak cukup
kuat secara hukum, akan tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai

referensi sebagai berikut:

H

Ui & 15 ynedl By wa g Gal OBE G G ol S

Dari yahya bin said bin musayyab bahwasannya umar bin
khattab berkata “setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh
suaminya yang tiada mengetahui dimana suaminya, maka ia
diminta menanti 4 tahun. Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan
10 hari dan kemudian ia menjadi halal”. (HR. Bukhari dan
Syafi’i)®

Pokok-pokok diatas dihubungkan dengan hasil wawancara menjadi
satu. kesatuan yang utuhsguna.memperoleh pemahaman terkait Pandangan
Penghulu Terhadap Pembuktian Wali Mafqud yang telah dirumuskan dalam

rumusan masalah dan dibahas di bab-bab skripsi ini secara sistematis.

Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam hal pemahaman pembahasan penelitian ini
dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab | : didalam bab satu ini penyusun memaparkan tentang
penegasan judul, latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelititan, manfaat penelitian, Kajian Penelitian

Terdahulu yang Relevan, dan sistematika pembahasan.

2 Jurnal Ulumul Syar’i, Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penangguhan Orang Hilang.
(Malang: juni, 2019), vol. 8, No. 1
% Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, Al-Umm, (Beirut: Daar al-Wafa, 2001), jilid 5, 153-154
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Bab 11 : Kajian teori merupakanbab yang mendeskripsikan tentang
teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori tersebut didapat dari berbagai
literatur primer seperti buku ataupun jurnal yang berkaitan. Kajian teori yang
terkandung di dalam skripsi ini meliputi pengertian perkawinan dalam islam,
rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, pengertian wali nikah, dasar
hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, wali nikah dalam Kompilasi
Hukum Islam, pengertian mafqud, macam-macam mafqud, hukum mafqud,
mafqud dalam KHI, mafqud dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan, pengertian pembuktian.

Bab Il : Deskripsi objek penelitian merupakanbab yang berisi
tentang fakta-fakta penelitian yang ditemukan di lapangan. Yang dimaksud
deskripsi objek penelitians.di dalam. skripsi ini ialah “deskripsi tentang
gambaran umum.Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkapura dimulai dari
sejarah singkat Kantor Urusan Agama  Kecamatan Langkapura, dan
menguraikan data perkawinan wali mafqud yang terjadi di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Langkapura.

Bab IV : Analisis penelitian merupakan inti dari penelitian karena
di bab ini peneliti akan menganalisis data-data baik melalui data primer
maupun data skunder serta temuan penelitian berkenaan dengan Pandangan
Penghulu Terhadap Pembuktian Wali mafqud di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Langkapura untuk dapat menjawab rumusan masalah yang

ditetapkan.
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BabV . Penutup pada bab 5 merupakan bab terakhir yang
didalamnya mencangkup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini berisi
jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, begitu juga
rekomendasi atau saran terhadap pihak-pihak terkait dengan tujuan
kemaslahatan sebagai tindaklanjut terhadap hasil dari pada penelitian yang

dilakukan ini.



BAB |1
KAJIAN TEORI

A. Wali Nikah dalam Perkawinan

1.

Pengertian wali nikah

Perwalian, dalam literatur figih Islam disebut al-walayah (¥ V).
Secara etimologi, memiliki beberapa arti cinta (:2<l') dan pertolongan
(6=3) serta (J'5Y), yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Makna
dari wali adalah mengurus.* Wali nikah ialah orang laki-laki yang
didalam perkawinan berwenang sebagai orang yang mengijabkan
pernikahan calon mempelai perempuan *

Dalam Kompilasir Hukum Islam pasal 19 menjelaskan
bahwasannya “Wali nikah dalam. perkawinan merupakan rukun yang
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang
mengakadkan-pernikahan, karena nikahstidak akan sah tanpa adanya
wali”.® Menurut Amir Syarifuddin wali dalam sebuah perkawinan adalah
seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu
akad perkawinan.®” Seorang wali nikah harus orang bersangkutan, apabila
wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali nikah,
maka hak kewaliannya akan dialihkan kepada orang lain. Orang yang
akan ditunjuk sebagai wali untuk menggantikan harus tertib berdasarkan

nasab, yakni dimulai dari mereka yang lebih kuat hubungan darahnya,

% Muhammad Amin Suman, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja PT Grafindo

Persada, 2005), 134

% H, zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di

Indonesia. (Yogyakarta: Binacipta, 1978). 29

% Kompilasi Hukum Islam Cet Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 204), 14
2 Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fikih (Jakarta: Kencana, 2003), 90

26
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jumhur ulama berpendapat bahwa wali adalah ahli waris yang diambil
dari garis keturunan ayah. Jadi orang yang berhubungan nasab dari garis
keturunan ibu tidak bisa menjadi wali nikah.=

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah tidaknya
suatu akad pernikahan, oleh sebab itu semua orang dapat menjadi wali
asalkan memenuhi syarat-syarat terentu. Perwalian dalam perkawinan
termasuk golongan al-walayah ‘alan nafs, yaitu perwalian yang bertalian
dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan beberapa
masalah keluarga seperti perkawinan, pendidikan anak. Masalah-masalah
ini berada dibawah pengawasan ayah, kakek dan wali lainnya. Perwalian
yang berkenaan dengan perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah
adalah orang yag berkuasa, bertanggung jawab yang berada dibawah
perwaliannya atau perlindungannya, jadi, seseorang-yang menjadi wali
adalah orang wyang secara hukum«berkempeten untuk melindungi.
Sedangkan orang yang membutuhkan wali, untuk melindungi hak dan
kepentingannya karena ia merasa tidak mampu berbuat tanpa tergantung
pada pengaruh orang lain.*

Keberadaan seorang wali didalam akad perkawinan adalah hal
yang harus, karena tidak sah akad sebuah perkawinan yang dilakukan
tanpa wali. Wali ditempatkan dalam rukun dalam perkawinan itu sendiri,
wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas

namamempelai perempuan dan dapat juga sebagai orang yang dimintai

% Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 92.
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,Cet Ke-Il, (Jakarta: Kencana, 2007),
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persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Wali memiliki
tanggugjawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama)
dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja bisa
melimpahkan wewenangnya kepada orang lainyang tidak berhak, karena
untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan nasab keluarga. Wali
juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan sebuah
perkawinan.*

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seorang wanita boleh
melakukan akad pernikahannya sendiri sebagaimana ia boleh melakukan
akad jual beli, namun mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa wanita
tidak boleh melakukan akad nikah untuk orang lain ataupun diriya sendiri
tetapi harus di nikahkan, oleh walinya, jika ada wanita yang melakukan
akad nikah tanpa adanya wali makah nikahnya batal.*

Syarat-syarat Wali.Nikah

Setiap orang dapat bertindak menjadi wali dengan memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, para ulama ada
yang sepakat dan ada juga yang berbeda pendapat mengenai syarat-syarat
yang harus dipenuhi sebagai wali. menurut Imam Syafi’i ada 6 Syarat
yang harus dipenuhisebagai seorang wali:

a. Beragama Islam
Dalam agama Islam tidak ada hak perwalian bagi orang kafir

untuk menjadi wali nikah seorang wanita muslimah

0 1lham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 44
4 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001), 42
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Baligh
Orang yang sudaha baligh telah mampu melaksanakan satu
hukum dan diberi kewajiban hukum bagi dirinya, oleh karena itu
anak-anak dan orang gila tidak sah menjadi wali nikah dikarenakan
akad nikah merupakan perbuatan hukum.
Laki-laki
Seluruh ulama sepakat bahwa wali nikah harus laki-laki
karena dinilai lebih sempurna dibandingkan wanita, karena wanita
dianggap memiliki kekurangan dalam hal ini.
Merdeka
Seorang laki-laki harus merdeka untuk menjadi wali nikah
karena sekelompok wulama berpendapat bahwa laki-laki tidak
memiliki_hak perwaliannya baik atas dirinya sendiri maupun orang
lain.
Tidak sedang lhram
Tercantum dalam hadis tentang larang orang yang sedang
berihram tidak boleh menikah dan menikahkan, hadis tersebut
berbunyi :
& e AR 2 Ak 2% la
“Maka apabila dilakukan pernikahan pada saat ihram

baik untuk dirinya maupun orang lain, maka hukum
pernikahannya menjadi rusak (batal)”.*

42 Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, Kitab Al-Umm, (Bairut: Darul Wafa, 2001), Juz 6,

444-445
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f.  Adil
Orang yang adil adalah tidak melakukan perbuatan dosa
besar, oleh karena itu orang fasik tidak boleh menjadi wali.*
Dari beberapa syarat diatas yang diutamakan adalah beragama
Islam, karena orang yang bukan muslim tidak dibolehkan menjadi wali

salam pernikahan tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 51

G Srmad L) 2 lmad s l5h (o haily 35l 15385 ¥ 1580 Gl AL

Shallal 2 8 sk ¥ ) 52 108 0 455

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu).

Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain.

Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka

sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya

Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim”. (Q.S.
Al-Maidah: 51)

Ada berbagal macam batas standard seseorang dapat dikatakan

balighy.setiap mazhab mempuyai batasannya masing-masing diantaranya:

a. Mazhab Syafi’i dan hanbali
1) Usia genap 15 tahun gomariyah
2) Ihtilam atau mimpi basah
b. Mazhab Hanafi
1) Berumur 12 tahun
2) Ihtilaam atau mimpi basah

3) Dapat menghamili wanita

* Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’ivah, Hanafiyah, Dan
Praktiknya Di Indonesia,(Al-Adalah Vol. X, No. 2, 2011), 167.



31

c. Mazhab Maliki
1) Keluar air mani baik dalam keadaan tidur maupun dalam
keadaan terjaga
2) Tumbuhnya rambut kasar disekitar kemaluan
3) Tumbuhnya rambut diketiak
4) Indra pemciuman menjadi peka
5) Perubahan pita suara

6) Umur 18 tahun berjalan

Berbeda dengan syarat-syarat sebagai wali nikah yang ditentukan
dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 20 ayat 1 yang
berbunyi: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, agil dan baligh”. “

3. Macam-maeam. \Wali
Dalam masyarakat umum, tidak sedikit orang yang hanya
mengetahui bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah itu hanya ayah
dari mempelai wanita saja, namun kenyataanya wali dalam perkawinan
itu bervariasi tergantung dengan seberapa dekat hubungan wali dengan
nasab mempelai wanita yang akan dinikahkannya. Adapun pembagian

wali berdasarkan klasifikasinya antara lain:

* perpustakaan Nasional RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan
Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkama Agung R12011), 68.
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a. Wali Nasab

Wali nasab ialah seorang yang berhak melakukan sebuah
akad perkawinan dari seorang mempelai wanita dengan berdasarkan
pada hubungan nasab antara dia dengan mempelai wanita yang ingin
diwalikan. Wali nasab sendiri dibagi menjadi dua bagian, dilihat dari
jarak hubungan nasab antara wali dengan wanita yang akan
dinikahkan diantaranya wali Akrab dan wali 4b’ad.®® Perbedaan
antara wali akrab dengan wali ab’ad terdapat pada dekat dan
jauhnya jarak hubungan nasab antara wali dengan wanita yang akan
dinikahkan, wali akrab adalah wali yang paling dekat hubungan
nasabnya dengan wanita yang akan dinikahkan sedangkan wali
ab’ad kebalikannya; yakni'wali yang lebih jauh hubungan nasabnya
dengan wanita yang akan dinikahkan.

Wali akrab dibagi menjadi-dua yakni:
1) Wali Mujbir
2) Wali tak Mujbir*

Wali Mujbir adalah wali nikah yang mempunyai hak
memaksa.Yaitu ayah atau kakek, yang mempunyai wewenang penuh
menikahkan anak atau cucunya yang masih gadis dengan seorang
laki-laki yang dipilih dengan maksud demi kebahagiaan gadis
tersebut, namun dalam pelaksanaan pernikahannya ada syarat-syarat

yang harus dipenuhi diantaranya:

* Sayyid Sabiq, Figih As-Sunnah, jilid 7, (Bandung, Al-Ma’arif, 1981), 38.
“ Ibid, 39.
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1) Tidak ada perselisihan yang nyata diantara wali pihak
perempuan
2) Pernikahan itu hendaklah sekufu
3) Calon suami mampu membayar mahar
4) Calon suami tidak cacat.”
Selain daripada ayah dan kakek termasuk wali tak mujbir
b. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh penguasa,
mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak
dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, yang dimaksud
penguasa diatas adalah kepala negara yakni presiden, lalu dengan
melalui peraturan pemerintah. Republik Indonesia nomor 2 Tahun
1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegasi-ke bawahnya yakni
MentritAgama, kemudian untuk.wilayah, kecamatan yang dikuasakan
kepada Pejabat Pegawai Pencatat akta nikah yang diberi hak
sebaggai wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali
nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin
menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya atau adhol
atau enggan.Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim
baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan

Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*

" Sayyid Sabiq, Figih As-Sunnah, jilid 7 (Bandung, Al-Ma’arif, 1981), 29
*8 pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
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Sebab hak perwalian wali nasab dapat dialihkan kepada wali

hakim sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wali nasab benar-benar tidak bisa hadir

Wali nasab berpergian jauh dan tidak memberi kekuasaan
kepada wali nasab dekatnya

Wali nasab yang hilang hak perwaliannya

Wali nasab sedang ihram, haji atau umrah

Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dapat
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau
ghaib atau adhol atau enggan

dalam hal wali adhol atau enggan maka wali dapat bertindak
sebagai wall nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama

tentang wali tersebut

4. Dasar Hukum Wali.Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwasannya tidaklah sah sebuah

perkawinan apabila tidak adanya wali. Mereka menjadikan surah Al-

Bagarah ayat 232 sebagai dasar :

e@_\.u‘F\}\J\&QA\}J\UASJJU\UA)LAMJG&QJ;\ual\ﬁc-\.uul\éﬂﬂja\J\j
& L e J;w”m},muwyesuutswmhth iy yaally

Oyalad ¥ AT A PR

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah
sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi
mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut.
Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu
yang beriman kepada Allah dan hari Akhir.Hal itu lebih bersih
bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu).Allah
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mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Bagarah
: 232).

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika wanita ditalak oleh
suaminya, wanita tersebut boleh kawin lagi dengan bekas suaminya
tersebut, jika sudah habis masa iddahnya dengan ketentuan setelah
ditalak tiga kali, talak bain atau laki-laki lain, maka wali tidak boleh
menghalangi bila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak calon
mempelai, adapun ayat lain yang dijadikan dasar yakni surah Al-Bagarah

ayat 221:

Yfes-'-'“—‘ Sy A8 ,58 (a i ‘*—MJA Y520 A ‘—‘5)335‘ PN
dﬂ}‘ eSAG‘ ;3; Sy8h Ga A Bads el H;A CaS Al | ASE
?@.LJ u,us 4_1.1\ gy 4.13\_1 )sulb A_a;J\ S Ve Xy dlg JLJ\ S Ol
G5 RE
“Janganlah - kamu menikahi perempuan musyrik hingga
mereka beriman! "Sungguh,” hamba sahaya perempuan yang
beriman_lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia
menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik
(dengan perempuan yang-beriman). hingga mereka beriman.
Sungguh, hamba sahayalaki-laki yang beriman lebih baik
daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka
mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan
ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya
kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al
Bagarah : 221)

Ayat tersebut berisi tuntunan menurut agama untuk memilih
pasangan, baik suami maupun istri yang akan menjadi cikal bakal dari
sebuah keluarga. Pemilihan pasangan merupakan suatu hal yang penting
untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk rumah tangga, di

samping ayat-ayat diatas jumhur ulama juga menggunakan hadits sebagai
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dasar hukum vyang mengharuskan adanya wali didalam sebuah
perkawinan, diantaranya:

Hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh empat perawi selain
an-nasa’i

G by GAKE Il A LG GAKS Gilsh oY iy a5l el
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“Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya,

perkawinannya adalah batal, nikahnya batal, nikahnya batal.

Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka ia berhak menerima

mahar, dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali

enggan, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak

ada walinya”. (H.R. Abu Daud, At-Tirmizi, lIbnu Majah dan
Ahmad).*

Hadis dari Abu Hurairah

Bl 3l 5l 2 5758 Y 5 31l 8yl 257 Y
“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan
perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya

Demikianlah_hadis-hadis“yang digunakan jumhur ulama sebagai
penguat dasar hukum tidak bolehnya melakukan perkawinan tanpa
adanya wali dan seorang wanita juga tidak boleh menjadi wali apalagi
menikahkan dirinya sendiri.

5. Kedudukan wali
a. Kedudukan wali Menurut Figh
Wali menjadi tolak ukur sah atau tidaknya sebuah

perkawinan karena wali termasuk dalam rukun perkawinan

* Bakri A. Rahman dkk, Hukum Perkawinan menurut Islam dan Undang-Undang Perkawinan dan
Hukum Perdata/BW (Cet |, Jakarta 1993), 27-26

%0 Abi Daud Sulaiman, Al-As’ast As-Sajtaani, Sunan Abu Daud, Jilid I, Cet. Il, (Ar-Riyad:
Maktabah Al-Ma’arif Linnastir Wa’at-Tauri, 2007), 361
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tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang
menyebutkan “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya”. Wali nikah memiliki urutan kedudukan yang dapat
menentukan siapa yang lebih diutamakan untuk menjadi wali dalam
sebuah perkawinan, disamping itu ada juga yang memiliki
kedudukan yang sama dalam hal menjadi wali, namun untuk
memastikan siapa yang lebih tepat menjadi wali adalah dengan
melihat seberapa dekat kekerabatannya dengan mempelai wanita,
jika kekerabatannya sama-sama dekat seperti saudara kandung maka
dapat ditentukan dengan melihat usia yakni usia yang lebih tua lebih
diutamakan dengan. ketentuan memenuhi syarat-syarat sebagi wali
nikah.

1) Ayah

2) Kakek

3) Saudara laki-laki seayah seibu

4) Saudara laki-laki seayah

5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

7) Paman sekandung

8) Paman seayah

9) Anak laki-laki dari paman sekandung

10) Anak laki-laki dari paman seayah
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11) Wali hakim.®

Urutan wali diatas ditarik dari nasab atau jalur keturunan dari
pihak ayah dan bukan saudara seibu. Perkawinan seorang perempuan
tidak sah hukumnya kecuali dinikahkan oleh wali yang dekat dalam
jalur keturunan tersebut, jika wali yang wali dari keturunan tersebut
tidak ada maka dalam hal ini dapat diampu oleh wali jauh dan jika
tidak ada juga maka yang menikahkan adalah wali hakim. Wali
hakim dapat berlaku apabila dari urutan wali diatas tidak dapat
dipenuhi dengan alasan tertentu.Karena pada dasarnya tidak semua
orang bisa menjadi wali kecuali dengan terpenuhinya beberapa
syarat tertentu. Keharusan adanya wali dalam perkawinan
merupakan kewajiban dalam . sebuah perkawinan, karena sah dan

tidak sahnya sebuah perkawinan tergantung dengan adanya wali.

sy iy Al ) Jua B aligngl e ) ) Al (e
05 o4 s A TS LA LG Al Ll of) sy Sadd
SI3Y e G Gl B 1553500 (8 dga ) Ge el Ly “gall 688 G
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“Dari Aisyah ra, ia berkata: bersabda Rasulullah: Tiap-

tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal,
nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, jika wanita
tersebut telah disetubuhi, bagi wanita itu mahar misil karena
dianggap halal menyetubuhiny. Jika mereka berselisih, jika
mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang

tidak mempunyai wali.” (Riwayat Abu Daud At-Tirmidzi,
Ibnu Majah dan Ahmad).*

' Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan; Studi Pemikiran Syafi’ivah, Hanafiyah, Dan
Praktiknya Di Indonesia”. Al-‘Adalah, (Bandar Lampung: juli 2011), Vol. 10, No. 2

%2 1bnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, (Jakarta, Perpustakan Nasional
RI, 2016), 267
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Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antar
ulama, salah satunya mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali
tidak termasuk kedalam syarat dalam perkawinan. Imam hanafi
beserta pengikutnya mengatakan bahwa ijab dan akad nikah yang
diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak.
Secara tidak langsung mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya
kepada wanita berkenaan dengan dirinya sendiri dengan meniadakan
campur tangan orang lain termasuk walinya dalam urusan

perkawinan dengan berdasarkan hadis nabi yang berbunyi

5 plaa ol 5 ) 1l o ey 3o 91 016 Al adle B0 1a (o &

(sl sall 3 @llla g bl 5 e il 5 25l

“Sesungguhnya nabi SAW bersabda: Wanita yang belum

me nikah lebiherhak atas dirinya dari pada walinya”. (HR.

Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Malik dalam al
Muwatho’)

b. Kedudukan'wali-menurut Imam Mazhab
1) Mazhab Syafi’i

Menurut mazhab Syafi’i seseorang perempuan yang
ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali,
dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah
satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Mazhab
Syafi’i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafaz
ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun
janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara

langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain.
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Menurut pendapat mazhab As-Syafi’i tentang wali nikah,
seorang wanita yang belum pernah menikah, maka
pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dan atau
saudara laki-laki lain dari si perempuan (mempelai wanita), jadi
perempuan dalam pandangan asy-Syafi’i tidak boleh
menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendakinya.
Alasan yang digunakan oleh mazhab Syafi’i dalam hal tersebut
adalah berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asyafi yang
diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hiban,
dan Hakim

oW AGY A O55 06 : QB G il vh ol Ge

"Dari Abu Musa Al-As'ari berkata: Bersabda: Rasulullah
SAW. Tidak ada nikah melainkan dengan wali*. (H.R Abu
Daud; Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan.Hakim ).

Pernyataan "tidak™ pada hadis ini maksudnya tidak sah,
yang merupakan arti yang terdekat dari pokok persoalan ini, jadi
nikah tanpa wali adalah batal,juga hadis Aisyah yang
diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam
Ahmad, sebagai berikut:

s W 06 Ay adle 0 e 0 05 06 &6 Amle (e
G 157555 (48 I bl by GAKE G5 o) iy &a&
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"Dari Aisyah ra, ia berkata: bersabda Rasulullah
SAW: Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya,

%% |bnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, (Jakarta, Perpustakan Nasional
RI, 2016) 266
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nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya
adalah batal, jika wanita tersebut telah disetubuhi, bagi
wanita itu mahar misil karena dianggap halal
menyetubuhinya. Jika mereka berselisih, jika mereka
berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang
tidak mempunyai wali. (Hadis Riwayat Abu Daud At-
Tirmizi, lbnu Majah dan ahmad).*

Menurut mazhab Syafi’i hadis pertama meniadakan
suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali, kemudiaan
timbulah pertanyaan, dapatkah suatu fakta ditiadakan? Tentu
tidak, jadi jika demikian, menurut mazhab ini yang dinafikan itu
adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempura dan sah. Untuk
mendekatkan kepada kenafian fakta, ialah dengan jalan
menafikan sahnya, atas dasar inilah hadis Abi Musa tersebut
adalah meniadakan sahnya akad nikah tanpa wali bukan
meniadakan sempurnanya nikah tanpa wali. Mengenai hadis
keduay perkataan “tanpa izimwali” maka nikahnya batal,
menurut mazhab ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, yang
berbunyi sebagai berikut ”Akad nikah dengan izinya wali, maka
nikahnya sah”, karena dalam hadis tersebut telah dijelaskan
sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan
karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana
dalam keadaan seperti itu Shulthanlah (wali hakim) yang
menjadi walinya, dengan demikian hadis tersebut tidak ada
mafhum mukhalafahnya, jadi menurut Imam Syafi’i sudah jelas

bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan

% |bid, 267
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seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.
Menurut Mazhab Syafi’i ada beberapa ketentuan untuk menjadi
wali diantaranya beragama Islam, adil, baligh, berakal, tidak
boleh memiliki cacat pada penglihatan, wali bukan orang yang
dilarang oleh syara’ membelanjakan hartanya disebabkan
syafiih, bukan orang yang sedang berihram, muhrim dari wanita
yang bersangkutan, merdeka, tanpa paksaan, ika seseorang tidak
memenuhi ketentuan tersebut maka mazhab syafi’i menyatakan
orang tersebut tidak boleh menjadi wali.
Mazhab Hanafi

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah
baligh dan berakal sehat .boleh memilih sendiri suaminya dan
boleh menikahkan dirinya sendiri,baik dia_ perawan atau janda.
Tidak'seorang pun yang mempunyai,wewenang atas dirinya atau
menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu sekufu
(sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak
sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan
meminta kepada gadhi untuk membatalkan akadnya, dengan
alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak
suaminya selama belum hamil atau melahirkan. Jika ternyata
sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk

meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan
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anak dan memilihara kandungannya. Susunan Wali menurut
Imam Abu Hanifah
a) Anak laki-laki wanita yang akan menikahkan itu
b) Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki)
c) Ayah
d) Kakek dari pihak ayah
e) Saudara kandung
f) Saudara laki-laki seayah
g) Saudara kandung
h) Saudara laki-laki seayah
i) Paman (saudara seayah)
J) Anak paman
Mazhab Maliki

Dasar keharusan wali-dalamynikah dalam mazhab Maliki
dan mazhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya
pernikahan adalah surat Al-Bagarah ayat 232 dan 221. Adapun
hadis yang sudah masyhur yang dijadikan sebagai dasar
keharusan wali dalam pernikahan adalah hadis Nabi SAW, lain
halnya yang dijadikan dasar hukum wali bagi mazhab Maliki
ataupun mazhab yang menyetujuinya, adalah hadis yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya tidak ada nikah
kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Berdasarkan

pemahaman tersebut, mazhab Maliki berpendapat, jika wanita
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baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan
dirinya ada pada wali, akan tetapi, jika janda, hak itu ada pada
keduanya. Wali tidak boleh menikahkan wanita janda itu tanpa
persetujuannya. Sebaliknya, wanita itu pun tidak boleh
menikahkan dirinya tanpa restu sang wali. Pengucapan akad
adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya sekali, walaupun
akad itu memerlukan persetujuannya.
Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah dalam memandang wali, pada
dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah.
Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat
penting dalam  pernikahan. Pengambilan~ dalil mazhab
Hanbaliyah termasuk kelompok  Jumhur  ulama, tentang
keharusan. adanya wali berdasarkan Al-Qur’an surah An-Nur

ayat 32 dan Al-Bagarah ayat 228 :

A& 3T e&u\”squ;uﬁugu\”smww\ \P&\j

"Dan kawinkanlah orang orang yang sedlrlan
diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin)
dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.
Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui.” (Q.S An-Nur [24]: 32)
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"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan
diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam
masa menanti itu, jika mereka (para suami)
menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak
yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang
ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S Al-Bagarah [2]:
228)

Landasan normatif (hadis) tentang wali yang digunakan
dalam mazhab Hanbali, meskipun sama dengan mazhab
Syafi’iyah dan Malikiyah, tetapi berbeda redaksi hadisnya,
sebagai berikut,
ey o8 L Gkl gigal Wl 5l 06 llE e Ge
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“Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi bersabda,

Siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya,

pernikahan itu batal (diucapkan tiga kali).” (H.R. Abu
Dawud dan Ibnu Majah,).*

Berdasarkan landasan tersebut, mazhab Hanabilah
menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam
pernikahan. la menjadi rukun diantara rukun-rukun nikah.
Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah baik kepada orang yang
sudah dewasa atau belum dewasa. Adapun susunan wali dalam

mazhab Hanabilah, sebagai berikut:

* Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, (Jakarta, Perpustakan Nasional
RI, 2016), 267
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a) Bapak

b) penerima wasiat bapak jika meninggal
c) hakim (sulthan) ketika diperlukan

d) wali akrab seperti dalam waris.

Posisi wali mujbir berlaku kepada orang yang belum
dewasa, apabila gadis maupun janda, dan usianya dibawah 9
tahun, Adapun usianya 9 tahun dan ia janda, wali tidak memilki
hak untuk memaksa, tetapi hanya meminta izinnya. Hak
memaksa (ijbar) berlaku kepada gadis yang sudah dewasa, baik
sehat maupun gila maka bapak berhak menikahkan tanpa harus
ada izin dari keduanya, kecuali pasangan calon ada cacat maka

berlaku hak hiyar untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Kedududkan Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berkenaan tentang wali.nikah telah diatur juga dalam pasal 6

ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan yang berbunyi:

(1)

@)

3)

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang
tua

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan
kehendaknya maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh
dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang
mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatasa selama
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mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya.®

Dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menganggap bahwa wali tidak termasuk syarat sahnya
sebuah pernikahan melainkan dibutuhkan adalah izin dari wali,
itupun bila mempelai wanita ataupun laki-lakinya masih belum
dewasa.

B. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang
menjelaskan tentang wali nikah diantaranya yakni Pasal 19 berisi makna wali
nikah yakni wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
Adapun ketentuan-ketentuan wali nikah, terdapat pada pasal 20 ayat 1 dan 2

yang berbunyi:

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuihi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh

(2) Wali nikah terdiri dari
a. Wali nasab
b. Wali hakim®

Wali hakim baru dapat bertindak ketika sudah tidak bisa
menghadirkan wali nasab k arena alasan tertentu sebagaimana yang tercantum
dalam KHI pasal 23 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada

atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
*" perpustakaan Nasional RI Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan
Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkama Agung R12011) 68
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(2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan
Agama tentang wali tersebut.*®

Wali Mafqud dalam Peraturan Mentri Agama

Perkawinan dengan status wali yang mafqud dalam hal pembuktian
status wali harus berdasarkan kepada surat pernyataan yang menyatakan
bahwasannya wali benar mafqud adanya dan surat tersebut harus diketahhui
oleh kelurahan ataupun kepala desa sebagaimana dalam PMA No 19 Tahun
2018 pasal 12 ayat 5 yang berbunyi

“Wali yang tidak diketahui keberadaannya harus didasarkan atas surat
pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa
setempat.”

Wali Mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yang
dikhususkan—untuk orang-orang yang beragamaIslam yang didalamnya
mengatur tentang perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain-lain.Wali nikah
dibagi menjadi dua, yakni: wali nasab dan wali hakim. Didalam Kompilasi
Hukum Islam, wali nasab dibagi menjadi empat kelompok, sebagaimana
termuat dalam pasal 21 ayat 1:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama,
kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari
pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki
kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara

%8 1bid, 69.
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laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-
laki mereka”.*

Sebagaimana isi pasal 23 KHI bahwasannya apabila wali-wali tersebut
tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka
hak perwaliannya dialihkan kepada wali hakim.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya.

2. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali
tersebut.®

Mafqud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun
2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 44 ayat 4 yang
berbunyi:

“Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaannya karena hilang atau

mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan
sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.®

Dijelaskan pula dalam UU tersebut bahwasannya untuk mewujudkan
tertib administrasi kependudukan, yang berdasarkan pada Pancasila dan UU
1945 negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap

penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa yang dialami

% bid, 68
% Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam
®1 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
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orang yang memiliki hubungan kerabat dengan mempelai wanita agar
dapat meminimalisir adanya manipulasi status wali.

Diharapakan Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk
perumusan hukum Islam maupun perumusan Undang-Undangan untuk
diperjelas berkaitan dengan keabsahan status wali mafqud dalam
perkawinan.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian
selanjutnya khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan

pembuktian keabsahan wali mafqud dalam perkawinan.
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